
a. bahwa untuk melindungi masyarakat Kabupaten Subang 
dari bencana, diperlukan upaya penanggulangan 
bencana yang dilakukan secara terencana melalui 
pengkajian risiko bencana; 

b. bahwa kajian risiko bencana perlu dilakukan untuk 
mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat 
terhadap bencana, menciptakan masyarakat yang 
tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor 
swasta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, basil 
pengkajian risiko bencana baik berupa dokumen 
maupun peta harus disahkan oleh lembaga yang 
berwenang di pemerintah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko 
Bencana Kabupaten Subang Tahun 2025-2029; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
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8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui 
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna 
dan berdaya guna. 

9. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat 
PRB adalah upaya-upaya yang sistematis untuk 
menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana, 
termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, 
mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan 
tanah dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan 
kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan. 

10. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik 
geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, 
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada 
suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang 
mengurangi kemampuan mencegah meredarn mencapai 
kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk 
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

11. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang 
ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan 
kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, Iuka, 
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, 
kerusakan, atau kehilangan harta dan gangguan 
kegiatan masyarakat. 

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancarn dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor 
alam dan/ atau faktor non alam maupun manusia 
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan 
dampak psikologis. 

6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan 
rehabilitasi. 

7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi 
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 
ancarnan bencana. 



Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 



Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah 
adalah Daerah Kabupaten Subang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Subang. 

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah 
yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas da 
fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA 
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 - 2029. 

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 
Pengkajian Risiko Bencana; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaran Bencana (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 
Nomor 1); 

Menetapkan 



21. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat 
Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil 
Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana. 

12. Kerentanan adalah suatu konctisi dari suatu komunitas 
atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan 
ketida.kmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. 

13. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk 
memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko 
bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat 
ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah. 

14. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan 
area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan 
sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non­ 
spasialnya. 

15. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko 
bencana suatu daerah secara spasial dan non - spasial 
berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah. 

16. Cek Lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi 
garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan 
perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya. 

17. Geographic Information System, selanjutnya disingkat GIS 
adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, 
pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan 
data yang mana data terse but secara spasial (keruangan) 
terkait dengan muka bumi. 

18. Tingkat Ancaman/Bahaya adalah tingkat ancaman 
bencana yang dihitung berdasarkan indeks ancaman dan 
indeks penduduk terpapar. 

19. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin 
timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum 
dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu 
akibat bencana. 

20. Kapasitas adalah kemampuan pemerintah, pemerintah 
daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan 
pergurangan ancaman dan potensi kerugian akibat 
bencana. 



Tujuan Peraturan Bupati ini adalah : 

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 
ancaman bencana; 

b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana 
secara terarah, terpadu, terkoordinir dan menyeluruh; 

c. menghargai budaya dan kearifan lokal; 
d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta 

swasta; 
e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan 

dan kedermawanan; dan 
f. menciptakan keamanan dan ketenangan bagi seluruh 

warga masyarakat dan dunia usaha. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 

Maksud 

Pasal 2 

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah: 

a. mengidentifikasikan risiko bencana di Daerah dan 
menuangkan dalam peta risiko bencana; 

b. memberikan rekomendasi dalam penyusunan 
kebijakan penanggulangan bencana untuk upaya 
pengurangan risiko bencana; 

c. menjadi landasan untuk aksi pendampingan 
komunitas terpapar sebagai upaya pengurangan risiko 
bencana di tingkat komunitas; dan 

d. menjadi dasar dalam penyusunan aksi praktisi untuk 
kesiapsiagaan di tingkat masyarakat, seperti 
penyusunan rencana dan jalur evakuasi, penentuan 
lokasi tempat tinggal dan sebagainya. 

BAB II 

MAKSUD DANTUJUAN 



g. cuaca ekstrim; 
h. kebakaran hutan/lahan; 
i. wabah; dan 
j. letusan gunung api. 

(2) Potensi bencana di Daerah ditentukan berdasarkan 
pengolahan data digital spasial, terdiri dari : 
a. bencana alam; dan 
b. bencana non-alam. 

(3) Bencana alam prioritas di Daerah diprioritaskan terhadap 
3 (tiga) jenis bencana, yaitu: 
a. banjir; 
b. tanah longsor; dan 
c. gempa bumi 

(4) Potensi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan penyusunan kajian untuk menilai risiko 
bencana. 

a. banjir; 
b. tanah longsor; 
c. gempa bumi; 
d. banjir bandang; 
e. banjir rob; 
f. kekeringan; 

BAB ID 

POTENSIKEBENCANAAN 

Pasal 5 

(1) Potensi Kebencanaan di Daerah terdiri dari: 

Pasal 4 

Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang 
didasarkan pada : 

a. Kajian Risiko Bencana se bagai dasar dalam 
perencanaan kebijakan penanggulangan bencana bagi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang; dan 

b. Kajian Risiko Bencana yang berisi inf ormasi peta 
bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas, serta peta 
risiko untuk wilayah administrasi Kabupaten Subang. 



Pasal 7 

( 1) Sistematika penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah 
terdiri dari : 

BAB I : Pendahuluan; 

BAB II : Gambaran Umum Wilayah dan Kebencanaan; 

BAB III : Pengkajian Risiko Bencana; 

BAB IV : Rekomendasi; dan 

BAB V : Penutup. 

(2) Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

PENGKAJIAN RISIKO BENCANA 

Pasal 6 

(1) Aspek pengkajian risiko bencana terdiri dari: 
a. tingkat ancaman/bahaya; 
b. tingkat kerentanan; dan 
c. tingkat kapasitas. 

(2) Pengkajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Peta 
Risiko Bencana dan dokumen Risiko Bencana Daerah. 
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ttd. 

Ditetapkan di Subang 

padatanggal 21 Maret 2025 
BUPATI SUBANG, 

BABV 
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Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. 


